o R 0 e S

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NCMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG _
PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH: LAGI MAHA PENYAYAHG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang :a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undaﬁg—

Mengingat : 1.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues kepada
Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan
menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemegintahan
Kabupaten Gayo Lues kepada Masyarakat:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan
Rancangan Qanun-tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues .
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten
Gayo Lues tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2014, '

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ..... }ﬁ /2
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Undang-Undang Nomor 28  tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, -
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_
Indonesia Nomeor 4286]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 - tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

10.

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

‘ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara |
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangdn
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Fa_]ak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234}
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587’] sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralkkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua Atas Undarig-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

13.

14,

19:

16.

17,

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralkyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

-

Peraturan Pemerintah Nomor -55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005- Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Indonesia Nomor 45‘?5}

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010-tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 te:nta_ﬂg.

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanaan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambdhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik.Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 'Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593}

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapc:ran
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); '

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat -

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,Sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam.

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 508);

26. Peraturan.,,.,......,,.‘J?.‘,....;’S




26.

27.

28.

29,

30.

32.

Peraturan Menteri Dalam A Negeri Nomor ©4 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis.
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomar 32);

Qanun Kabupaten Gayc Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2),
Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2014 Nomnior 68);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 70);

- Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 166); _ _ v

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Penjabaran ' Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belarija
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 185).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATENGAYO LUES

Menetapkan :

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2014.
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" Pasal 1

s ' (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa _Laporan'
Keuangan Memuat : ' '

a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas dan;
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan  kinerja dan iktisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Péndapatan,.,.,.,.,,_.\..,.....,,..,.,,. Rp734.208.094.297,88 - |
B, BEARIA voirverrreriererers ererrsresiens - Rp670.409.514.950,00, - 5
Siarie s S oty Rp 63,?98.5?9.34?,83; e
c. . Pembiayaan
s PenerIIaRmY e Ep 6.942.261.363,11,-
- Pengeluaran ...................... Rp38.123.014.959,00,-
Defisit ..cocovviviini vivirivenininnnnn.. (Rp31.180.753.595,89,-)
Pasal 3 T |

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut : | L
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp21.612.660.522,12,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan : _
Rp755.820.754.820,00,-
b. Realisasi e Rp734.208.094.297,88,-
Selisih (Kurang) N ' (Rp21.612.660.522,12,-)

(2) Selisih  Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp56.884.632.920,11,- dengan rincian sebagai berikut :

&. Anggaran Belanja setelah Perubahan :

Rp727.294,147.870,11,-

b. Realisasi Rp670.409.514.950,00-
Selisih (Kurang) (Rp56.884.632.920,}1,-)
(3= Beheih st /7
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(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp35.271.972.397,99,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan :
' Rp28.526.606.949,89,

b. Realisasi _ Rp63.798.579.347,88,-
Selisih (Lebih) - Rp35.271.972.397,99,-

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp2.691.783.586,00,- dengan rincian sebagai

berilout :
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan :

. Rp9.634.044.949,11,-
b. Realisasi Rp6.942.261.363,11,-
Selisih (Kurang) | (Rp2.691.783.586,00,-)

(S) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejurmlah RpS‘?.ESG.erD,DD,-'dengan rincian sebagai beriimt: '
a. Arllggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp38.160.651.899,00,-
b. Realisasi Rp38.123.014.959,00,-
Selisih (kurang) ; (Rp37.636.940,00,-)

(6) Selisih anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp2.654.146.646,00,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan
' (Rp28.526.606.949,89,-)

b. Realisasi Co ' (Rp31.180.753.595,89,-)
Selisih (Kurang) o " (Rp2.654.146.646,00,-)

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31

Desember Tahun 2014 sebagai berikut : _
a. Jumlah Aset Rpl.598.710.923.451,30,-

b. Jumlah Kewasjiban Rp22.000,00,-
c. Jumlah ekuitas dana Rpl.598.710.901.451,30,-
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Pagal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun '

2014 sebagai berikut :

a) Saldo kas per 1 Januari Tahun 2014

Rp6.909.667.763,11,-

5] Arus kas dari aktivitas operasi Rp292. 150.?95.442,88,—_'

c) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

(Rp228.352.216.095,00,-)

d) Arus kas dari aktivitas pembiayaan

(Rp38.104.422.619,00,-)

e} Arus kas dari Aktivitas non anggaran

Rp10.975.260,00,-

f) Saldo kas per 31 Dgsember Tahun2014

Rp32.620.858.667,99,- E

Pasal 6

Catatan- Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik

sécara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana yang.‘

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini,

terdiri dari :
a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Laporan realisasi anggaran;

.. Ringkasan laporan realisasi Anggaran -

menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi; _

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintah d&erah,
organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

: Rekapitulasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

LAatiPIran. i winiinswi
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Lampiran [.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10

Lampiran I.11

b. Lampiran II
c. Lampiran III
Lampiran IV

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah imtui: keselarasan dan
ketérpé.duan urusan pemerintah daerah
dan fungsi dalam ker'angka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (Investasi)
daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Daftﬁr kegiatan-kegiatah yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam anggaran
tahun berikutnya;

Daftar dana cadanga:a daerah dan;
Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Qanun ini.

b. Iktisar la.poran keuangah Badan Usaha Milik Kabupaten

Gayo Lues tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

Pasa_l 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih

lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues. '
Ditetaj di : Blangkejeren

Pada tanggal : 02 September 2015 M
+. % 18 Dzulgaidah 1436 H

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal : 02 September 2015 M
18 Dzulgaidahl436 H

LEMBARAN-BAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR : 73

1

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH : (3/ 2015) :



